PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK

INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI

{Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015,
tanggal 12 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan
memperkuat struktur permodalan dalam rangka
pengembangan lapangan panas bumi Dieng dan
Patuha sebagai bagian dari upaya pemenuhan
kebutuhan energi nasional yang bersumber dari
energi terbarukan, perlu melakukan penambahan
penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke
dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Per-
sero) PT Geo Dipa Energi yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan *pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (4} Undang-Undang No-
mor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Peru-
sahaan Perseroan (Persero} PT Geo Dipa Energi;

Mengingat : §

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

. Badan Usaha Milik Negara {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 70, Tamba-
han Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355}; (

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5593} se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausa-
haan Modal Negara pada Badan Usaha Milik
Negara dan Perseroan Terbatas {Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4555});

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ‘

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAH-
AN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDO-
NESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penam-
bahan penyertaan modal ke dalam modal saham Peru-
sahaan Perseroan {Persero) PT Geo Dipa Energi yang
ditetapkan sebagai perusahaan perseroan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 tentang
Penetapan PT Geo Dipa Energi Sebagai Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi.

Pasal 2
{1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara se-
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{2) Penambahan penyertaan modal
agaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

bagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tiga ratus tujuh juta rupiah).

Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini den-
gan penempatannya dalam Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia.

sebesar
Rp607.307.000.000,00 (enam ratus tujuh miliar

Negara seb-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12, Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 190

{BN)

KETENTUAN IMPOR NITROCELLULOSE
{Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 62/M-DAG/PER/8/2015,
tanggal 12 Agustus 2015b) !

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan Ni-
trocellulose sebagai bahan baku industri di dalam
negeri, menciptakan iklim usaha yang kondusif,
dan menyesuaikan dengan penetapan sistem kla-
sifikasi barang yang baru, periu mengatur kembali

ketentuan impor Nitrocellulose;
bahwa Keputusan Menteri

sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Ketentuan Impor Nitrocellulose;

Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 ten-
tang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC} seb-
agaimana telah diubah dengan Keputusan Men-
teri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 662/
MPP/Kep/0/2003 tidak sesuai lagi dengan kebu-
tuhan pengaturan tata niaga impor Nitrocellulose

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat :

Hila

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang
Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara
Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang
Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Sen-
jata Api; ‘

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan
Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-un-
dangan Mengenai Senjata Api;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564);

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3612} se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang




